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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            " Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum sangat penting dalam 

sebuah sistem hukum. Bantuan hukum diyakini dapat memberikan kesamaan dan 

jaminan untuk seluruh masyarakat dalam menikmati perlindungan dihadapan hukum 

dan dari sesuatu perbuatan yang tidak adil.Bantuan hukum merupakan 

penyempurnaan dari jaminan sosial, dan menjadi sistem yang melengkapi 

perlindungan untuk hak asasi manusia yang di berikan oleh penasehat hukum.Setiap 

warga negara memiliki hak yang melekat pada dirinya.Baik itu orang yang 

berpangkat maupun orang dari kalangan bawah sekalipun”.1) 

           Seharusnya sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi 

Hak Asasi manusia maka setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat 

perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang Undang yang 

Berlaku Di Indonesia. Oleh, Karena itu ,untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran 

Hukum yang dituduhkan ,tersangka/terdakwa berhak pula untuk mendapatkan 

bantuan hukum yang diperlukan asas Negara hukum. Asas dari Negara Hukum 

mengandung prinsip Asas sama dihadapan hukum yang artinya Perlakuan yang sama 

atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan 

perlakuan. Dan asas praduga tak bersalah yang artinya setiap orang yang disangka, 

ditahan, Ditangkap, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib 

 
               1) http:www.legalinfo.gov.cn/English/LegalAid1.htm, diakses pada tanggal 21 September 2020 

pukul 10.00 
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dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakannya 

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  2) 

        “ Dalam kenyataanya di Indonesia masih banyak sekali kasus dimana tersangka 

atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan pidana 

yang dijalaninya, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Mien 

Rukmini terhadap 60 respondes ,46 Respondes tidak didampingi Penasehat Hukum 

sejak mulai dari tahap pemeriksaan penyidikan. Penelitian lainnya yang kurang lebih 

sama adalah penelitian yang dipantau oleh masyarakat Pemantau Peradilan (Mappi) 

di empat pengadilan dijakarta. Dalam pantauann nya ditemukan 3 kasus dijakarta 

timur, 11 jakarta barat , 13 Jakarta Utara dan 16 kasus di Jakarta Pusat pada bulan 

maret 2003. Dan juga terdapat 1 kasus di Pengadilan Negeri Palembang .Penelitian 

ini menemukan sejumlah kasus dimana tersangka atau terdakwanya tidak didampingi 

oleh Penasehat hukum, Meskipun beberapa ancaman pidananya dibawah 5 tahun dan 

diatas pidana 5 tahun penjara.terlihat disini bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk 

didampingi Penasehat Hukum.” 3) 

        Melihat asas diatas sudah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum 

Acara Pidana) jika terdapat didalam Pasal 56 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 54, 55 

dan Pasal 114   yang berbunyi : 

“Dimana pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seorang penasihat 

hukum bagi tersangka, Jika tersangka/Terdakwa melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka 

yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 

mempunyai penasihat hukum sendiri. Penasihat yang ditunjuk ini memberi bantuan 

hukum dengan Cuma Cuma “ 

           Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak dipenuhi, dianggap 

pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat 

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima 

 
               2) Muhammad Sadi is, Kumpulan Hukum Acara Indonesia, Palembang:Prenamedia Group,2015, 

Hlm 79 
              

               3)  http://www.pemantauperadilan.comport80/delik/2004/12.htm diakses pada tanggal 09 

desember 2020 pukul 20.15 wib  

http://www.pemantauperadilan.comport80/delik/2004/12.htm
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            Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK 

MENDAPATKAN PENDAMPING HUKUM DALAM SUATU 

PERSIDANGAN  ” 

B.Rumusan Masalah : 

          Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Terdakwa yang mendapatkan ancaman 

Penjara lebih dari 5 tahun di Persidangan ? 

2. Bagaimana Upaya terdakwa Untuk mendapatkan Pendampingan Hukum  

(Penasehat hukum) di Persidangan ? 

C. RuangLingkup Dan Tujuan : 

     1.Ruang Lingkup 

            Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum 

Pidana yang mana membahas tentang Perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak 

mendapatkan pendamping hukum dalam suatu Persidangan. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan 
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pada masalah tinjauan hukum serta tidak menutup kemungkinan untuk juga 

membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. 

     2.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang di ancam 

dengan pidana penjara 5 tahun di dalam suatu persidangan 

2. Untuk mengetahui Upaya terdakwa agar mendapatkan Pendampingan Hukum  

(Penasehat hukum) di Persidangan 

            Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya 

bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater. 

D.Kerangka Konseptual 

           Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian 

dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 
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dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 4) 

2. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di 

persidangan. 5) 

3. Penasehat Hukum adalah Seseorang yang membantu tersangka atau 

terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan. 6) 

E.Metode Penelitian 

    1. Jenis Penelitian 

        Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah 

bersifat metode normatif penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada 

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain 

    2 .Sumber Data 

        Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut: 

 
         4) Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya:PT. BinaIlmu, 

1987, hlm 25  

          
          5) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4236/perbedaan-hak-tersangka--   

terpidana Diakses tanggal  21 September 2020. 
 
              6) Yulies Tiena Marsani ,PengantarHukum Indonesia , Jakarta:SinarGrafika 2004,hlm 88 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4236/perbedaan-hak-tersangka--%20%20%20terpidana
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4236/perbedaan-hak-tersangka--%20%20%20terpidana
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A. Bahan hukum primer adalah bahan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis. 

B. Bahan hukum sekunder adalah bahan bahan yang erat kaitannya dengan bahan 

hukum primer dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

berupa rancangan perundang undangan,hasil karya ilmiah para sarjana.  

C. Bahan Hukum Tersier adalah berupa kamus Hukum Pidana, Ensiklopedia, 

Jurnal dan Artikel Hukum 

    3.Tekhnik Pengumpulan data 

         Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 7) 

           Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 

pustaka, yaitu dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, catatan-

catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat 

secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan 

 
             7) Sugiono, PenelitianKualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009,  hlm. 224 
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antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini 

diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari 

peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan. 8) 

    4.Analisis Data 

       Data dianalis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap 

hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan 

sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara data kualitatif-

normatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari 

rekaman,Pengamatan,sepertiUndang-Undang,Dokumen,Buku buku dan sebagainya.9) 

F. Sistematika Penulisan 

           Rencana penulisan Proposal ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   : Pendahuluan 

Berisi Tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II   : Tinjauan Pustaka 

 
          8) Nazir, Moh.2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia hlm 93 
         

         9)Suteki,GalangTaufaniMetode Penelitian Hukum, 2018 Filsafat,Teori dan Praktis 

,Depok:RajawaliPers hlm  216 
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Berisi paparan tentang tinjauan umum Tentang Perlindungan 

bagi Terdakwa yang tidak mendapatkan Pendamping Hukum 

dalam suatu Persidangan 

BAB III  : Pembahasan 

Berisikan tentang pengaturan hukum hasil kajian terhadap 

Perlindungan hukum bagi terdakwa yang mendapatkan 

ancaman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun di 

Persidangan dan Upaya terdakwa untuk mendapatkan 

Pendampingan Hukum (Penasehat Hukum) di Persidangan  

BAB IV  : Penutup 

Bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  


